PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Menimbhang

Mengingat

NOMOR: 7 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAHAD'YA KEPALA DAERAH TINGKAT 11 KUPANG

“.

b.

C.

o
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bahwa Pajall Daerah merupakan sumber Pendapatan
['aerah yvarg penting guna membiayal Penyelengegara
an Femsrintahan Daerah dan Pembangunan Daerab
untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata,
dinamis, serasi  dan  bertanggung Jjawab dengan
titik kerat pada Daerah Tingkat 11;

bahwa Fenerangan Jalan dirasakan sebagal suatu
hebutuhan renting masyarakat perlkotaan yang
perlu  secara bertashap dilavani  =mesual  dengan
kemampuan Keuangan Daerah yvang bersumber  dari
Pajalk Penerangan Jalan.

bahwa olel: karena Pajak Peneransan Jalan adalah
suatu  swunber Penerimaan yang potensial, maka
dipandang perlu untul ditetapkan dengan suatu
Peraturan Dasrah Kotamadya daerah Tingkat 11
Kupang.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomaor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037):

Undang-undang HNomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentulian Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur( Lembaran
( Negara Tahun 1958, Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara HNomor 1849);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang
pvembentukan Kotamadya Daerabh Tingkat II  Rupang
(Lembaran Hegara Tahun 19896 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Hegara Nomor 3633);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Ilaerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 1997 dan Nomor 41, Tambahan
Lambaran hBegara Nomor 36855

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara
Tahun 1297 MHomor 410, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3884);

Indang - uadang HNomor 12 Tahun 1897 tentang
Penagihan Pajal dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomer 42, Tambahan Lembar

Negara Namor 3686); E2>




7. Undang - undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana ( Lembaran HNegara Tahun 1981 NHomor
Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran  Negara
Nomor 320D

8. Peraturan Pemerintah Momor 19 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah Lembaran Negara
Tahun 1997 Homor 54, Tambahan Lembaran
Negopra Nomor 305910

9. Keputusan Menteri Dalam Hegeri Nomor 84 Tahun

1993 tentang Dentull Peraturan Daerah dan
Peraturan Dasrah Perubahan:

10. Keputusar Mentsri Dalam HNegerid HNomor 170 Tahun
1987 tepiang Pedoma: Tata Cara  Pungutan  Pejak
Daarah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun
1997 tentanz Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Pajak Daerah;

12. Surat Keputuzan Eersama HMenteri Dalam Negeri dan

Menterl Pertambengan Jai Encrgt No.71la Tahun 1983

No. 8 K/SAJJH.PE/1993

tentang Pelaksanaan FPungutan Pajak Penerangan
Jalari dan Pembazyaran Listrik Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menitcri Dalam Negeril Homeyr 11 Tahun
1992 tentang Podoman Pemungutan PaJak Penerangan
Jalan.

Dengan FPersetulduan Dewan Perwalilan Rakyat Dasrah
Kotamadva Dacreal, Tinghat 11 Bupang.

MEMUDTUDSEAN

Merw:tapkan : PERATURAN DACERAH KOTAMADYA DAERAH TINGEAT 11 KUPANG

TENTANG PAJAY PENERANGAN JALAN.

BAB T
YETENTUAN UMUM

Faanl 1

Dalam Peraturan Dacrah ind yeanye dimabkoud derngean

a.

L.

Dacrah adalsh Pemerint sh Iiaral Kotamadya Daerah  Tingkat I1
Kupang;

Pemerintaly adalah Femevintoel, Doerah Kotawmadya Daerah Tingkat
I1 Kupang;

Repala Daerah adalab W
Eupang;

Paedabat adalah Kepala DNinss Pendapatan Dasrah;

Dinaas Pendapatan Daseali adalah Dinas  Pendapatan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat I Kupang;

Perusahbaan Listrik Hegara yang selanjutnya disingkat PLHN
adalan Perusahaan List, ik Hesara ( Persero);

Pajak Penerangan Jalan vang selanjutnva disebut Pajak adalah
Pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik;

Surat Pamberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah ESurat yang Jdigunakan oleh Wadib Pajak untuk
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BAB III
DASAR PEHGENAAN DAN TARIP PAJAK
Pugal O

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai jual Tenaga Listrik.

(2) Nilai Jual tenaga 1l.strili sebagaimana dimaksud pada

(1) ditetetaplan

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bLukan
adalah

dengan pembavaran, nilai  Jjual tenaga listrlk

ayat

PLN

besarnya tagihan blaya penggunaan listrik / rekening

listrik)y
Ib. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN

dengan

tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrilk dihitung

berdasarkan tapaszitas tersedisa  dan PENEZUnaan

atau

taksiran penggunaan  listrilk gerta harga asatuan listrik

vang berlaku di Wilayah Daerah;

(3) Harga satuan listrik esebapgaimana Jdimakesud pada ayat
huruf b ditetaphkan olsh Kepala Daerabh dengan berpedoman

harga satuan listrik yvang berlaku untuk PLN.
Pasal @

Tarif Pajak ditetapkan sesagal barikut

a. Penggunaan Tenaga Listrll vang berassl dari PLH, bukan
industri sgabesar 8 % (dalapan persen);

b. Penggunaan Tenaga Liatrik wvang berasal dsri  PLH,
Industri sabezsar 7 % (wuiuh persen);

<. Penggunaan Tenaga Lisctrilt yang berasal dsred bukan FLN,
untuk industri sebesar 8 % enam persen);

d. Penggunaan Tenaga Listcik vang herasal dari bukon PLN,
industri & % (lima persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK

Paaal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah ;

(2

pada

untuk
untuk
bukan

untuk

(2) Besarnya Pajak terutang Jdihitung dengan cara mengalikan

tarip sebagaimana dimakasud dalam pasal 6 dengan
pengenaan Pajak sebagsimana dimaksud dalam pasal 5.

BAE V

MASA PAJAE, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Maza Pajak adalah satu bulza takwim dalam satu tahun takwim
lamanya ditetapkan oleh K:pala Daerah;

dasar

yang



T3,

melaporlkan perhitungsn dan Pembayaran Pajak

manurut Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Dacrab;

i. Surat Setoran Pajak Dueralh, vang selanjutnya disingkat SEPD,
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk  melakukan
pembayaran atau penyvetoran pajak yang terutang ke Hasz Daerah
atau ke tempat lain yang Jditetapkan oleh Kepala Dacrah;

j. Surat Ketetapan Pajak Dasrah yang selanjutnya disingkat BSKPD
adalal Surat Eeputusar vang menentulan beaarnya jumlah  pajak
yvang terutang;

k. Surat Ketetapan Pajak Taerah Kurang Buyear SKPDKB adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang,
jumlah kredit pajak, Jumlal kckurangan polok pajak, besarnya
sanksi adminigtrasi dar jumlah yang masih harus dibayar;

1. Surat Ketetapan PaJjak Daerah  Xurang Bayar Tambahan vang
selanjutnya disingkat GEKPREBRT adalzh  Suret Keputusan yang
menentukan tambahan atss Jumlah padal yang ditetapkean:

m. Surat Metetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang @eelanjutnya

diginglkat GKPDLE, adalah Surat Keputusan yang menentukan

vang cerutang

Jumlah keleblilian pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar darvl pajak yang terutang atau tidal

geharusnya bterutang;

. Surat Ketetapan Pajalk [zsrval. Nihil, vang selanjutnye Jdisingkat
SEPDN, adalah Surat FNepubusan yang wanentukan  jumlah  pajak
vang terutang sama becaranye dangan jaalal kredit  pajalk atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit puajak;

G. Surat Tagihan Pajak Daeral yang selanjutnya disingkat STFD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau  sanksl
adminietrasl berupa burga Jdan atau denda.

BAD II

NAMA, OEBYEK DAN SUBYEK PAJAK

™ . LS
P i

(1) Nama Pajgalk inli adalalb Faj=k Pencrangan Jalan;

{(2) Ohyek Pajak adalah set iap pongganaan tenaga listrik.

(3) Tenaga listrik zeba aimane dimakoud pada  ayat (710 adalah
tenaga listrik vang bLercasal darvi PLM maupun bukan PLH.

Faomal 3

Dikecualilkan dari obyeh poisk o doalah

a. Penggunaan  tenaga ligteidl oleh inztansi vemerintah pusat  dan
pemerintah Jdacrah;

b. Penggunaan tenaga lisirlZz ;ada tempat tempat vang dJdigunakan

oleh kedutaan, honmulatl, perwalilan asing, dan lembags-lembaga

internasional dengan  asaes tinbal bolil  czbagalmana  barlaku

untuk Fajdak Negsra;

Fenggunaan tenapa 1isicik vang Lerasal darl bukan PLN dengan

kapasitas tevleota pane Licak memerluban 13in dari  instansi

teknis terkait;

d. FPenggunaan tenaga listeil yvang khusus dlganab=n antuk  tempat
ibadah .

¢!

Proal 4
{1) Subyek Pajak ST 2 il ang preibadi atau badan yang
menggunikan Ltenags lisbeil,
(Z) Wajib Pajak adalah Crtalig Eriladil atau badan yang
menjadl pelapggan ligd pil sbau pengguna tenaga lisgtril,

(]



Pazal @

Tahun Padak adalah Jengka waktu yang lamonya satu rtahun  talkwilm
kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun bulu yang tidalk sama
dengan tahun takwim.

Pajak terutang dalam wiow paial

Paesal 10

tazaindt pads zant Penggunaan

Tenaga Listrik.

(4)

(1)

(2)

(3)

(3)

Setiap Wajib Pajalk waiil mszist

SPTPD sebageaimans dimskowl pads syat 1) havus dilsi dengan
jelas, benar dan lenghap.

Untuk Pelanggan Listrilk FLN, Daftar Rekening Listrik vyang
diterbitkan oleh PLH werupakzan EPTPD

Bentulk isi dan tata cara peangisian 3PTPD ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

4 Veawal 12
Rerdagarkan SPITD selsgc locai Mimsksnd dalam Pasal 11 ayat
(1) Kepala Daerah  manataplan Fagiai: terutang dengan

menerbitkan SKPD.

Apabila pemungutan pajak bekeriasama dengan  PLN, rekening
listilk dipersamakan deagan SEPD.

Apabila SKPD sebagainana Jdimaksud pada ayat (1) tidak atau
kurang dibayar setelzh lewat waktu paling lama 30 (tiga

puluh) harl sajak SEPD diterima, dikenakan sanksi
adninistrasi berupa denda 2 % (dua persen) sebulan dan

ditagih dengan menerbithkan 2TPD.
Pasal 13

Wajib Padak yang membayar sendiri, SPTPD sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat {1: Jdigunakan untuk menghitung,
memperhitungkan dan menetaplan pajak sendirl yang terutang.
Dalam Jangka waktu 5 (1limo toahun z=esgudah  #aat  terutangnya
padak, oleh Kepala Daerah Jdapat menerbitkan

a. SKPDKE;

b. SKPDKET;

¢. SKEPDH.

SKPDEB sebagaimana dimakaud pada ayvat (2) huruf a ditetapkan:

a. Apablla berdasarian h=3il pemerikesasn atan ketersngan lain
pajak vyang terutanz tidad atau kurang  dibayvar  dikenakan
ganksl  adminliastrasi Lesrupa dendsz sebaszr 2% (duz  persen)
goebulan  dihitung Jdaril pajalk ang kurang  atau  terlambat
dibayar untul Jang<a wikta paling lama 24 (duapuiuh empat)
bulan dihibtung saj ik saat bterutang pajak;

o. Apabila EPTPD cidalr di.ampaikan dalam jangka waktu  yang
ditentukan dan telah ditegur secara Lertulis, dikenakan
sankol admipictrasi Lerupa Jdends sebesar 2% (dua  persen)
sebulan dJdihitung Jdari podal yang kurang atau terlambat
dibayar untull  Jaagli  wakbtu paling lama 24 (dua puluh
empat ) bulan dihitung 2001k caat terutangnya pajak;



14)

(5)

—
—
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—

(1)

c. Apabila kewadiban menglsi SPTPD tidak penubl, pajak yang
terutang dihitung secara Jjabatan. dan dikenakan sanksai
administrasi berupa lrenallan sebeesr 28 % ( dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksl adiministrasi
berupa denda 2 ¥ (dua persen) ssbulan dihitung dari padak
vang kurang atau terlambat dibavar untuk Jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh =mpat) bulan dlhitung sejak saat
Lerutanguys palal.

SKPDKBT sebagaimana dimadksud  pade  ayat  (2) huruf b
diterbitkan apabila dltemukar dats baru atau data yang
semula belum terungkap yang menyebablan  penambahan  Jumlah
pajak yang terutang, akun dikenakman  sanksi  adminlestrasi
berupa kenaikan mebesar 100 % (seratus pergen) dart  jumlah
kekurangan pajai: Loracint,

SKPDN  sebagalmana dinmalisud pade oyat (0 hurup o diterbitkan
apabila Juwaelah pejol yang Lervulang  zama bessrnva  dengan
Jumlah kredit pajak atau pajak tidal Lerutang dan Lidak ada
kredlt Pajak.

Apablila kewadiban  membayvar pajak terutang  dalam SKPDKEBT
sabagaimana Jdimalksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau

tidak gapenubnyo  dibayvar  dalam Jangka waktu o yang  telah
ditentulan, ditagih dongsn cnenerbitkan 5TPD dltasmhsh denszan
ganksl adminisgtrasi dends 70N dua perseny sebulan.

BAB VII

TATA CARA PEMPBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

}‘\3[._-’1.'. .13

Pembayaran Pajdsd dilsbokan Yo Has Dacrab oo lalul Jure pungut
PLH atau tempat lain yang ditetapian oleh Hepala Dae :
Fembayaran sevagaisians dimabowl arat (1 disetor BECALH Bruto
ke Kasz Daerah dalam walktu colambot-lambatnya LY 24 jam  atau
dalam Jjdangka waktu yang Jdiventoban oleh Kepala I‘u.r'-‘},
Pepbayaran padak sebgaiwans pada avat (1) dilakukan  dengan
menggunakan SSPD.

Kepada instansi  pemuangut Albevikan veoalh pungut 5% (lima
parsern)

FPenbayaran paJall haru: dil-okulzan sekaligue atau lunss,

Kepala Daerah dapat wemboril peresstujusn kepada wsjiib pajak
untuk mengangour paJalk btasontanz dalan kurun walitu tertentu,
saltelan memsnuhl persvaraton vang ditentukan.

Angeuran pemeayaran Lo zebhagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dilakulan secara Le:ratur doun Lerturut -turut  Jdikenakan
denda sebesar 2 % (dua gersend  sebulan dari Jumlah  pajak
vang belum aitzu kurang Jdib

AR
Kepala Daerah dapat momberilan persciuduuan kepada wajilb pajak
untuk menuanda pembayvararn padal zaneal batas waktu yang  telah
ditentukan s@etelah memenund  persyaratan  yang ditentukan
dengan dikenalan bung. 2 % (dus persen) sebulan dari jumlah
padak vang belum atau kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur  dan menunda pembayaran
sarta tata cara pembayavan angsuran dan ponundaan gebagalmana
dimaksud pada ayai {2 dan ayat (1), ditetapkan Kepala
Daerah.

o]




Fazal 16

(1) Setiap pembavaran Pajal ssbagsimans dimaksud dalam pasal 156
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku
panarimaarn .

(2) Bentul, jenis, isi. ukuran tanda buktl pembayaran dan buku
penarimaan pajak sebagaimana dimakesud pada ayat (1),
ditetapkan Kepala Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Fasal 17

(1) Burat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain vang
sejenis a%bagai awal tindakan pelaksanaan penaglhan Pajak

dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejal Jatuh Lempe pembayaran.

(2) Dalam Jangka waktu 7 {tujuh) hari setelah Sural teguran atau
Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajilb Pajak
haruzs melunasi padak yang terutang.

(3) Surat teguran, Surat FPeringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat
vang ditunjuk oleh Kepala lLaersah.

Pasal 18

{1) Apabila Jumlah pajad yang masih herus dibayar tldek dilunasi
dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
dan Surat Peringatan dan atau Surat lain yang sejenis, jumlah
pajal yvang harus dibayar ditagih deugan Surat Pakea;

(2) Pejabat menerbiltkan Surat Pakea segera =zetelah lewal 21 (dua
puluh  satu) hari scjak tanggal Surat Teguran  atau Surat
Feringatan atau surat lalin vang ssjenis.

Paenl 10

Apabila pajak vang harus dibayvar tidak  dilunasi  dalsm Jangka
waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal  pemberitahuan Surast  Pakea,
Fejabat gegera menerbithan ourat Perintah Helaksanakan
Penyitaan.

Pagal 20

Setelah dilakukan penyitaan Jdan Wadio lajal celum juga melunasi
utang padaknya, setelah lewal 10 (sepuluh) hari  sejall tanggal
ralaksanaan Surat Perintah UHelakznakan FPenyitaan, Pejabat
mengajukan permintaan penstapan: tanggal pelelangan kepada  kantor
Lelang Negara.

iy

Pasal 2

Setelah EKantor Leleang Negara meaevapkan haao tanggal Jam  dan
tempat pelalkaanaan lelang, Jurwe Dita wmemberitabukan dengan zegera
sacara tertulis kepada Wa.ib Pajak.

Pasmal 22

Bentulz, Jenis dan isi formulir YAng dipergunakan untuk
malaksanakan penaginan  pajall  daerah ditetapkan o©leh Kepala

Daarah.



(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

EAB TIX
PEHNGURANGAN, KERINGAMAN DAY PEMBEERASAN PAJAK
Daoal 08

Kepala Daerah berdagarksn permchonsn Wajdib  Pajuk dapat
memberikan pengurangan. keringanan  Jdan pembebac:n pajak;
Tata cara pemberian pengurangan. Reringanan dan  penbebasan
pajak asebagaimana d:imakeud pad: ayat (L. ditetaspkan oleh
Kepala Dasrah.

AR
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAKR

KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Dasal 24
Kepala Da=rabh  lorens dabaton atan  atao pornchonan Wadlb
Pajak dapat
a. membetullan  SKPD ctau DEEDEE acao SUEPDALT atwn STED vang
dalam penerbltannr-a terdapat keﬂa¢uhdu tulia, keszlahan
hitung, dan atau kekelilvuan dalon pensrapan  perataran

perundang-undangan perpajiakan daerah;

L. mewbatalkan atan menguranglh-n betotapan pajak yang  tidak
benar;

c. menguvangkan atau mength pusken sankeil cdmiaiostescl berupa
bunga, denda dan kenalkoen cajak terulbang dalam hal  sanksi
terasebhut dikenakay bacena reehilafan Wajib  Pajalr atau
bukan karena kesal ihannysa.

Permohonan pembetulan. vemuatalan, peaZuranzan peisLapan  dan

penghapugsan  atau penurancan sanyal sdmindstrasi zoag SKPD,

SREDKB, SKPDEBT dan =TPD cabaaesimans dimzhsua pads ayet (1)

harus  digampalksn secara topetall = I Unjak kepada

Wi

t1 s
W

T

= oleh Wadlb o Pl
Kepala Da»rqh, atau  Daizhat gedambat 141”!’\5& 30 (tiga
puluh) harid zejask tangegal diterims 2HEDPD, JKUDHE, ZETPDERT atau

STPL dengan menbervikan alaasn vang Jela .

Kepala Daerah ataun FPejabaat paling lams 2 (Lig:n) bulan =ejak
gurat permohonan sebagzaimans dimaksud cada ayat (2 diterima,
sudah harusg memberilkan Repab osan.

Apabila aetelah  lewat walttu 20 (tiga) bulan  szbagaimana
dimaksud pada ayvat (2) Hepala Dacrah  aoan Pedabat tidak
memberilkan  keputusan, permohonan  pembetulan, pembatalan,

pengurangan ketetapan dan ;enghapnisan otan pengurangan sankei
administrasi dianggar dibkaluallzo.

BAB XI
KERERATAR DAN BANDING

Taeal 2F
Wadib Pajak dapat meapgajuln kehovatan hanya kepada KHepala
Daerah atau Pejabat atas suatu
a., SKPD; §
bh. SKPDKR;
<. SKPDKET,;
d. SKPDLE;
e. SKPDN:
f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
peraturan perundars-undangan perpajakan yvang berlaku.

&



(4)

Apabila pengaiuan keberatan a-bagalinana diw=keud Jalam Pasal

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
digsampaikan secara tertulis dalam bahasz Indonesia  paling
lama 3 (tiga) bulan =zejak tanggsl SKPD, SKPDEB, SKPDKBT,
SEPDLE  dan  SKEPDN diterim: oleh Wadib Palak, atazu  tanggal
pemotongan/pemungutan oleh pibalk ketiga sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) dengan alasan yang Jelas kecuall apabila Wajib
Pajak dapat menunjukkan bahwa Janghsa waktu itu  tidak dapat
dipenuhi, karena keadsan diluar kekuasaannya.

Kepala DIiaerah atau Pejakat dalam jangia waktu paling lama 12
(dua kelag) bulan sejall tanggal surav permohonan  keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan
keputusan.

Apabilla setelah lewat waktu 127 (dua welssg) bulan gebagalamana
dimaksud pada avat (3) Kepala Daeran atau Pejabat tidak
memberikan keputusan, permohonan kebaratan dianggap
dikabulkan.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  tildak
menunda kewajiban membayvar padal.

Pasal 26

WaJjgib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan
Penyelesgaian Sengketa Pajak dalam Janghksa wakitu 3 (tiga) bulan
setelah diterimunva keputusan eberat an

Pengajuan banding sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) tidak
menunda kewajiban membayar pajak.

~r

Pawal Z

25

atau banding sebagalmana dimckaud daloam pawsal 20 dikabulkan
gaeabaglan atan seluruhnyva, lelebihan pembayaran paday diksmbalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (duw persen:  sebulan

untak paling lama 29 (dus palul empat ) Lalan,

(1)

P

2)

(3)

BAE XII

PENGEMBALIAN FELEBIHANW PEMBAYARAN PAJAK

Pa=zal 28

Wadibk Pajdak dapalt mengaiulan permohonan pengembalian
Laleblihan pembayaran padak kepada Repale Daerah atau FedJabat.
Eepala Dazran atan Pejavail dalam jangha wakitu paling lama 12
{dus belam) bulan sejak diterimanya permolivnan  pengembalian
kelebihan pembayvaran pajak sebagalmans dimaksud pada ayat (1)
harus memberilkan kepubasan.

Apabila  Jangka wakto sewagalmana Jdimaksud  pada  ayet (2)
dilampaui Hepala DI'israh  atau  Psjabat tidak memberikan
boputusan, permohonan peagonbalian kelebiban pemnbayaran pajak
dianggap dikabulkan dan Z240DLE barues dicerbithan dalam waktu
paling lama 1 o dmata) bulan.

Apabila Wadln Padar memponyval wlang gadad lainnyas,  kelebihan
pembayaran Pajal: sebagirimana dilmaksud pada ayat (20 langsung
diperhitungkan untuk  melunasi terlebib dabulu utang pajak
dimaksud.

Pengemballian kelablhan pembavaran pajok dllakulan dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan wejak diterbitkannya SKPDLE  dengan
manarbitkan Surat Perintah MHembayar Feleblhan Pajalk (SPHHP).Q/)




(6) Apabila sengembalian  kelebihian pessbayiecan  pajak Adilakukan
setelah iwuu walktu 2 (duzw)y balan sedok diterbitkannysa
SXPDLE, apala Daerah o Pedabat ywmbertihan imhalan bunga
sebesar 2% (dua persen: sebulan atas keterlambatan pambayaran

ke lebihan podak.
Pamal 109

Apabila kelebihan pewbayavan pajak diperbitungla:n dergan utang
pajak lainays, sebagalmana dimalaud dalam pasal 280 ayat (4),
pembayaran dilakukan Jdengan  cara pemiadah bukaan  dan o buktd
emindal bulkuan Jjuga berl)aku sobazai bukvi pembavaran.

AIIT
KEDALUWAERSGSA
DPrazal 30

(1) Balk untuk melakukan penzglhan pajak, ksdaluwarss setelsah
melampaul  Jangka waktu & lima) tahvn terhitung =ojzk caat
terutangnya padak, koouall zpabila waditn padxsk  melakukan
tindal pidana dirxidans perpaizkan ﬁvwr“%

(2) Kedaluwarsa Penagihan poajak sebagaimans dimaksud  ayat (1)

ertangguh apabila
. Diterbitkan Surat teoguran dan Surat Paksa ataug
b. Ada pengakuan ubanrs poizak dari wniidh padak balk  langsung
maupur: tidak langsung

;n
HTe

BAB Y1V
KETENTUAN PIDANA
Pas =l &

5 Comerysanpaikan SPTED atau
\r stauw  Uidal lengsay atau

(1) Wadib Pajak karerns ¥eualconnonya
manglal Qe ngan Hidul e
malanpivkan  ketarang.n "twh
Fauangan Dacrah dasst 1ipidan
lama 1 (watn) Tohun doa .-u::".t
Jumlah pajak yang ber 1o

8]

(2 Wadib Padak vang 2 agsan ceapada vidak menyawmpaivrarn 8PTED
atau mengiesi dengan tidsl benar atau tidak lenzhap atau
melampiritan kolaerang y;nﬁ Cldal: bonzar  s=hingga merugikan
Feuangan  Daeral dapat dipi dans dengan Didana Penjzra paling
lama 2 {(Jdua)y Tahuan 2t au 4 “}1 naling banvar <4 (empsat:  kali
Jumlah Fadak vang Seraihoang.

sidade benar  seningge  meruglkan

t
a Jdenpan Vrdana hurungan paling
deoda paling banyak o dua) kali

Tindak Fidane &i Bidang I epad s caeral tidak dituntat zetelah
melampaul Janghka walibu 10 (sopadubhd Panun eziad sauac L=rubtangnya
Pajalk steu berakbhleava mao . Dagak  stau Leraknirnya bagian
Tahun Pajak atau berakhiviva Tahon Pelal vang bersangkuoan.




(1) Pejabat Pegawal Negeri Slpil tertentu dilingkungan Pemerintah
Naerah dilari wewenang Lkhusus  scbagal penvidil untuk
melakukan penyididan tindak pidana Jdaicidang FerpaJokan Daerah
sebagaimana dimaksud dalan Undang-undang tomer 8 Tohur 1881
tentang Hukum Acara Fildana.

(2) Wewenang Hﬁnyidik gebagailmana dlmakand pads ayat (1) adalah

A, WANerima, MENCHaL'D . menodipUieal e wenelibi kEeterangan
atau laporan  berkerasan dengan vindakh  pldana di bidang
perpajakan cdaelall agar keteranguals abau laporan  tarsebut

mendadi lebih lenghap Jdurn Jelas;
. meneliti, mencard, dan mengucpudiian heterangan wengenal
orang pribadi atau badan tentang kebenaron perbuatsn yang
dilakukan sehubungzan  Jdengan  tindak  pidana perpadakan
daerah;
meminta keterangan dan Laharr bubkor dard oranmeg pribsdi atau
badan sehubungzan dengan vindak pidans 43 bideang perpadakan
daerah;

d. memeriksa buku-buka, catatan-caltatan, dan  dokumen--dokumen
lain  berkenaan dengan Uindal pldana Jdibiidang  perpajakan
daarah;

e. melakukan penggeledanan untuy mendapatckan  babian buktl
pembukuar, pepcataban, o dokusen -dolumen laln, serta
melakukan penyitaan teruadap bshan bukti;

f. meminta bantuan tenspsa ohili dalam rangla pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pldana di bidang perpajakan doeerahg

g. menyuruh berhenti welarang sesecrang wmeninzzalksn  ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan ssdang berlangsung dan
memeriksa  identitas ocang dan ataun dokumen yang dilbawa
sebagaimana dimaksud pada hurutf e;

h. memotret seseorang yaog werkaitan denzgzan  tindak  pidana
reryajakan daerah:

i. memanggll orang witul didengar keverangarmva dan diperikea
gabagal btersanglka acau oahsi;

d. Menghentikan penyidikan,

k. melakulkan tindakaxn lzain vang perlu untuk kelancaran
penvidikan tindak pldana di bidang Ferpajakan Dazerah dan
menurut hukum yang dapan divertanggung Jawabkan

{3) Fenyidik sabagaimans Jdomoakend pada ayvat (1) memberitahukan
dimulainva penyidikan dan menyvampatian hasll  penyidikannya

Fepada  Penuntut  Cmum, scouad dengan kefentuan  yang  diatur

dalam  Undang - undanz Homor 0 cahun 1981 tentang Hulkum Acara

Pidana.

(¢}

LRETENTUAN LAIN ~LAIK

Perosnl 34

Hala hal  vang belum disiuc diadan feraturan Dacsrah ind sepandang
mengenal  polaksanaanaya akan divetapwan dendan Keputusan  Kepala
Daarah.
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Peraturan Daerah ini mulsi berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setisp orang nengetahuinyva, cenerintankan  pengundangan
Peraturan Dacrah icoil dengan ceonempztannya dalam Lembaran  Daerah
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1%,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 7 TAHUN 1998

TENTANG e

l'mum.

Bahwa dengan berlalkunya Undang-undang Nomor 18 Tahun
1987 Tentang Pajalk Daerah dan Retribusi Daerah, telah
nenetapkan 6 jenis Pajak Daerah Tingkat II antara lain Pajak
Fenerangan Jalan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan
Pembangunan dan Pelayanan kKemasyarakatan serta usaha
reningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan
renyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya
gemakin meningkat pulsa.

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber
cenerimaan Daerah yang culkup potenslal efektif dan efisien,
Kinerja pemungutannya merupakan =alah esatu Pajak Daerah
Tingkat II yang diharapkan untuk turut mendukung Otonomi
Daerah yang nyata dan bLertanggung jawab.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun
1397, maka Pajak-pajak Dazrah telah disinkronkan Pajak-pajak
Nasional yang dewass ini diberlakukan.

Pasal Demi Paeal.

Pasal 1 huruf a s/d ¢ : cukup Jjelas.
huruf d . Pejabat adalah Kepala Dinas
Pendapatan Daerah vyang berdasarkan
kewenangan Kepala Daerah ditunjuk
untuk melaksanakan penagihan Pajak
Dacrah.
huruf e s/d o : culup jelas.
Pasal 2 s8/d Pasal 13 : culkup Jelac.
Pasal 14 ayat (1) : Penbayaren Pajar dari Wajib Pajak
yang menggunakarn tenaga Listrik bukan
Pelanggan PLH dilakukan melalui

Ecidaharawan Tenerima/Penyetor Dinas

Fendapatan Deaerazh.

Pasal 14 ayat (2) s/4 t4) @ cukup Jelas.
Pasal 15 s/d Pasal 35 : cukup Jelas.




